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SURAT PERINTAII KERTA

SURAT pERINrAH RERjA(SPK)

SATUAN KERJA :
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR DAN TANGGAI SPK:
Nomor    :  003/UN50/SPK/I'PK-01/2024
Tanggal  :  23 April 2024

NALMA PHABATPENANI)ATANGANKorHRE

Nana                    :    Rahmat Iskandar
NIP                          :     198509192006041003
jabatan                  :    Pejabat pembunt Komitmen
Berkedudukan      :     Kampus     Tel.padu     UBB     Gedung
di                                 Rektorat  Desa  Balunijuk  Kecamatan

Merawang Kabupaten Bangka

yang  bertindak  untuk  dan  atas  mama  Universitas  Bangka
Belitung     berdasarkan     Surat     Keputusan     Kementerian
Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  c.q.  Satuan
Kerja    Universitas    Bangka    Belitung    berdasarkan    Surat
Keputusan    Rektor    Universitas    Bangha    Belitung    Nomor
1.16/UN50/KU/I/2024  tanggal   16  januni  2024  tcntang
Perubahan     Pertama     Atas     Keputusan     Rektor     Nomor
7.7/UN50/SP/XI/202 3 dan  1.2/UN50/KU/I/2024 Tentang
Pengangkatan    Pejabat    Pembunt    Komitmen    (PPK)    Pada
Universitas     Bangha    Belitung    Tahun    Anggaran    2024
selanjutnya    disebut    "Pejahat    Penandatangan    Kontrak",
dengan:

NANA PENYEDIA

Nana                            :    Budiman
]abatan                           :    Direktur
Berkedudukan di           :    JL.  Perumahan  Bukit  Kejora  permai,

No.  HI  RT.  017,  Desa Beluluk,  Kec.
Pangkalan  Baru,  Kabupaten  Bangka
Tengah

AktaNotarisNomor    :    06
Tanggal                           :     18)anuari 2023
Notaris                            :    Hoiril Masuli, SH,. M. KnyangbertindakuntukdanatasmamaCV.Bujang  Dayang

selanjutnya disebut "Penyedia".
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pAKEr ENGADAAN:PekerjaanPemasanganPartisidiFakultasKedokteran

NOMOR DAN TANGGAL  SURAT  UNDANGAN  PENGADAAN
LANGSUNG:
Nomor    :-
Tanggal  :  16 April 2024

NOMOR DAN TANGGAI BERITA ACARA HASIL PENGADAAN
dan llmu Kesehatan LANGSUNG :

Nomor    :  03/UN50/PP-PK/IV/2024#171
Tanggal   :  22 April 2024

SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024
untuk mata anggaran kegiatan  023.17.677533.30.51.DK.4470.BEI.001.004.A.523111.000.003

MASA REIAKSANA^N PEREIUAAN:  60  (Enam Puluh)  hari kalender dihitung sejak Tanggal
Mulai  Kerja  yang  tercantum  dalam  SI'MK  sanpai  dengan  Tanggal  Penyerahan  Pertama
Pcketiaan

MASA  PEME                       PEREryAAN:   90   (Sembhan   Puluh)   hari  kalender  dihitung  sejak
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyel.ahan Akhir Pekerjaan
jENIS KONTRAK:  Harga Satuan

DOKlmAEN Kor`ITRAK

Dokumen~dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara
ketentunn dalam  suatu dokunen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang
berlaku adalah  ketentuan dalam  dokumen yang  lebih tinggi berdasarkan urutan  hierarki
sebagai berikut:

a.     adendum surat perintah Kerja/SPK (apabila ada);
b.     Surat perintah Kerja;
c.     Daftar K`rantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
d.     Surat penawaran;
e.     Syarat-Syarat umuni SPK;
f.      spesifihasi teknis;

9.    gambar~gambar; den
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h.    dokumen    lainnya    seperii:    Surat   Penunjukan    Penyedia    Barang/]asa,   ]adwfll
Pelaksanaan Pekerjaan, j aminan -jaminan ,  Berita Acara Rapat Persiapa^n Pelaksanaan
Kontrak.

HARGA KONrmAK
Harga Kontrak termasck Pajak Pertambahan Nilai  (PPN)  adalah sebesar Rpl 97.682.000,OO
(Seratus  Sembilan  Puluh  Tujuh ]uta  Enam  Ratus  Delapan  Puluh  Dlra  Ribu  rupiah)  yang
diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum
dalam Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran. (Melalui koreksi aritmatik)
LINGKur pEREryAAV
Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari :

I.       Pek. Pendahuluan
11.     Pekeriaan pasangan Dinding partisi

a.  Pekerjann Dinding dan I,antai
b.  Pekerjaan Plafond
c.  Pekerjaan Pintu dan /endela
d.  Pekerjaan Elektrikal
e. Pekerjaan Finishing den Laburan

SIS'IEM PEMBAYARAN
Pembayaran  urituk  kontrak  ini  dilakukan  ke  Bank  Sumsel  Babel  Cahang  Pangkalpinang
rekehing nomor :  1446101964 atas mama Penyedia : Bujang Dayang

Pembayaran prestasi pekery.aan dilakukan dengan cara : Sekaligus

Dokumen  penunjang  yang  disyaratkan  untuk  mengajukan  tagihan  pembayaran  prestasi
pekerjaan:
1.          Surat Tagihan
2.          Berita Acara Hasil pemeriksaan
3.          Berita Acara penyele saian pekerjaan
4.          Berita Acara serah  Terima Hasil pekerjann
5.           Ssr (PPN DAN PPH)
6.           Kuitansi
7.          Faktur pajak
8.          Dokumentasi Hasil pekerjaan
BESARAN UANG MUKA

Kontrak  ini tidak diberikan uang muka

FASIIITAS

Pejabat Penandatangan Kontrak  tidak memberikan fasilitas
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SYARAT UMUM
SURAT PERINTAII RER7A (SPK)

1.     LINGKUP PEKERTAAN
Penyedia  yang  ditunjck  berkewajiban  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  dalam jangka
waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, gambar, spesifikasi teknis dan hal.ga yang
tercantum dalan SPK.

NO URAl^N KEGIATAN
SAJrtyANVOI.Urn SA"AN

BIAYASATUAN(RI') SUBTcyrAL(RD

I EK rmiD^IIULUAN
I Pek. Administrasi dan Dokumenfasi 1.00 LS 500.COO.00 BOO.000`00
2 Pembersihan dan Pembonrdran 1.00 IS 500.OcO`OO 5cO.000.00

TorAL I.ooo.ococo

11
PEKERIAAN PAS^NG^I`l I)lNDINGI,ARrsl

A FEKERIAAN DINDING DAN iAr\rl`AI
I Pek. Pas.  Dinding GRC BOARD

- Pek. Fas. Rangka Raja ringan Dindingmrrisi
25S,17 m2 128.218,75 32.461.140,94

- Pek. Pan. Dindin£ GRC Board 472.46 m2 98.779.69 46.668.958.44
2 Pek.  Pan.  K.al'pel 142.00 n'2 45.CcO.00 6.390.000.00
3 Pek. flesteran hantoi Behas Bonflcaran 4.00 m2 92.690.40 370.761.60

TorAL 85£90.860.98
8 pEm7AAN pi^I'OND
1 Pek. Ths. RInfke Hollow Plafon 142.00 m2 172.590.00 24.507.780.00
2 FTek. Par. mfon rvc 142cO m2 134.805.00 I 9.14 2.310.00
3 Pek. Pus. Lis flafon rvc 1 07 cO m` 24.750.00 2.648.250.00

rmAL 46.298.S40cO
D PEKERTAAN mrnj DAN_TENDEI^
1 Pek.  Fas.  Pmtu HP1, 6.00 unlt Z.15o.ooo.oo I 2.900.000.00

2 Pek. Fas. jendcla alumunium komplitwarnaqutih 2,00 unlt 2.400.000,00 4.goo.000,00

TCITAI ]7.7cO.cOcO
I pEia:RI^AN EifirrRIK^L
I Pet.  Fas.  Irlstalasi Titik LemDu 1 I JsO tltlk 271.920.00 2.991.120.00
2 Pek. Stcip Konfak +  Instalasi 8.00 tltik 86.130.00 689.040.00
S F'ek. Saklar Tunrml 7.00 tltlk 80.630.00 564.4IO.OC)
4 Pus. MCB. 2 eriouo/face 1JM, titik I 7 5.000.00 175.000.00
5 Pek.  Fas.I.ampu LED Downllstht  19 watt 1 1 .00 tltlk 125.000.00 I.3 75.000.00

Tcyl'AI 5.794.570cO
I PEKERTAAN riNisHiNG I)^N LABUB^N
I Pek. Fcfecatan dindm£ F'ardsi 472.46 mz 45.SIS.40 21.408.542.40

TcyrAL 2].408.54Z.40
TUIAFI BIAY^ I. PER. PINDAHUI.UAN I.ooo.ouco

_TUMIAEI BIAyA n. pEusiAAN I.ASANGAN DINDING p^rnsl IA. 8. DJJ' 177.092.313$7
iuMIAI TorAL 178.092.313£7

I,A'AK  I 1 % 19.590.154.47
rmAVTUA~ 197.682.467JIA
pEneuLATAN 197.682.OucO
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2.    HUKUMYANG BERIAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan  SPK ini didasarkan kepada hukim Republik
Indonesia.

3.    LARANGAN     KORUPSI,     KOLUSI      DAN/ATAU     NEPOTISME,     PENYAIAHGUNAAN
WEWENANG SERTA PENIPUAN
Berdasarkan etika pengadann barang/j asa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
a.   menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah

atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lairmya untck
mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berka^itan dengan
pengadaan ini;

b.   mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
c.   membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokunen dan/atau

keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
d.   Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semun anggota KSO

(apabila berbentck KSO) dan subkontraktornya ¢ika ada) tidak pernah dan tidak
akan melakukan tindakan yang dilarang pads pasal di atas;

e.   Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak  terbukti
melakukan larangan ~larangan di atas dapat dikenakan sanksi ~ sanksi administratif
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak  sesuni ketentuan peraturan-perundangan;

f.    Pejahat Penandatangan Kontrak  yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

4.    HARGA Kor\ITRAK
a.  Harga     Kontrak  telah  memperhitungkan  keuntungan,  beban  pajak,  asuransi

(apabila dipersyaratkan) ,  biaya ovier:fed, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya
penerapan SMKK;

b.  Rincian  harga  Kontrak  sesuai  dengan  rincian  yang  tercantum  dalam  daftar
ktrantitas dan harga.

5.    UANGMUKA
a.   Uang muka dibayar untulc membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi,

pembayaran  unng  tanda jadi  keprda  pemasok  hahan/material  dart/atau  untck
persiapan teknis lain;

b.   Untck  usaha  kecil,  uang  muka  dapat  diberikan  paling  sedikit  50%  (lima  puluh
perseratus) drri Harga Pekerjaan Konstruksi;

c.   Dalan hal diberikan Lrang muha, maka Penyedia harus mengajuhan permohonan
penganbilan  unng  muka  secara  tertulis  kepada  Pejabat  Periandrtangan  Kontrak
disertai dengan  rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjann
sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;

d.   Besaran    uang   muka   ditentukan   dalam    SPK   dan   dihayar   setelah    Penyedia
menyerahkan /aminan Uang Muka paling sedikit sebesar unng muka yang diterima.
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e.   Masa  berlakunya ]aminan  Uang  Muka  paling  kurang  sejak  tanggal  persetujunn
pemberian  uang  muka  sampai  dengan  Tanggal  Penyerahan  Pertama  Pekei.jann
(Provisional Hand Over/PHO) ;

f.    Pejabat Penandatangan Kontrak  harus mengajukan Surat Permintann Pembayaran
(SPP) kepada Pejabat Penandrtangananan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk
permohonan  tersebut  pada  huruf  d,  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  keri.a  setehah
jaminan Uang Muka diterima;

9.   Pengembalian    uang    muka    harus    diperhitungkan    berangsur~angsur    secara
proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus
lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi  100°/o (seratus perseratus) .

6.    HAK DAN KEWATIBAN PENYEDIA
a.   Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanann pekerjaan sesuai dengan

harga dan ketentuan yang telah ditetapkan daham SPK;
b.   Penyedia berhak meminfa fasilitas~fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari

Pejabat  Penandatangan  Kontrak   untuk kelancaran  pelaksanaan  pekekyaan  sesuai
ketentunn SPK;

c.   Penyedia berkewajihan melaporkan pelaksanani pekerjaan secara periodik kepada
Pejahat Penandrtangan Kontrak ;

d.   Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan
sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjann dan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam SPK;

e.   Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjann secara c`ermat,
akurat dan penuh tanggurig jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan -bahan,
peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun
sementara   yang   diperlukan   untuk   pelaksanaan,   penyelesaian   dan   perbaikan
pekerjaan yang dirinci dalam SPK;

f.    Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak ;

9.   Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka
mefliberi  perlindunga^n  kepada seLiap orang yang berada di  tempat kerja maupun
masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan
baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;

h.   Penyedia    berkewajiban    melaksanakan    semua    perintah    Wakil    Sah    Pejabat
Penandrtangan  Kontrak  /Pengawas  Pekerjaan  yang  sesuai  denga^n  kewenangan
Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekeriaan dalam SPK ini,

7.    HAK DAN KEWATIBAN PUABAT PENANDATANGAN KONIRAK
a.   Pejabat Penandatangan Kontrak  berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang

dilaksanakan oleh Penyedia;
b.   Pejabat Penandatangan Kontrak  berhak menerima laporan~1aporan secara periodik

mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
c.   Pejahat Penandatangan Kontrak   berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan

jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
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d.   Pejabat Penandatangan Kontrak  berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan
harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

e.   Pejahat Penanda.tangari Kontrak  berkewajiban memberikan fasilitas berupa saraiia
dan  prasarana  yang  dibutuhkan  oleh  Penyedia  untck  kelancar`an  pelaksanaan
pekerjaan sesuai kctentuan SPK; dan

f.    Pejabat Penandatangan Kontrak  berkewajihan menilai kinerja Penyedia.

8.    WAKIL SAH PHABAT PENANDATANGAN KONTRAK
a.   Setiap tindakan yang disyarathan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap

dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibunt berdasarkan Kontrak
ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak   hanya dapat dilakckan atau dibunt oleh
Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak  yang disebutkan dalam SPK;

b.   Kewenangan  Wakil  Sah  Pejabat  Penandrtangan  Kontrak     diatur  delam  Surat
Keputusan  dari  Pejabat  Penandatangan  Kontrak   dan  harus  disampaihan  kepadr
Penyedia.

9.    PERPATAKAN
Penyedia berkewajiban uutuk membayar semua pajak, bea, retribusi, den pungutan lain
yang  sah  yang  dibebankan  oleh  hukum  yang  berlaku  alas  pelaksanaan  SPK.  Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

10.  PENGALIIIAN DAN/ATAU SUBKONIRAK
a.   Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sehagian atau

seluruh pekerjaan. Pengalihan  seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian  nana  penyedia,  baik  sebagai  akibat  peleburan  (merger)  atau  akibat
lainnya.

b.   ]iha   ketentuan   di  atas  dilanggar  maka   SPK  diputuskan   sepihak  oleh   Pejabat
Penandatangan Kontrak  dan Penyedia dikenakan sanksi.

1 1 . MASA I'ELAKSANAAN Kor`ITRAK
a.    SPK  ini  berlaku  efeklif  pada  hanggal  penandrtanganan  oleh  para  pihak  sampai

dengan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban
Para Pihak yang terdapat dalam SI'K sudah terpenuhi;

b.   Masa Pelaksanaan dihitung sejck Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK
sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertana Pekerjaan;

c;.   Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertaiira Pekeriaan sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

d.   Paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kalender  sejak  diterbitkannya  SPMK  dan  sebelum
pelaksanaan peker].aan, Pejahat Penandatangan Kontrak  bersama dengan Penyedia,
unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat
persiapan pelaksanaan kontrak;

e.    Hasil rapat persiapan pelaksanaan  Kontrak ditunngkan dalam  Berita Acara Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

f.    I'eda  tahap  awal  pelaksanaan  kontrak,  Pejabat  Penandrtangan  Kontrak     dan
Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia rnehakukan pengukur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kalnpus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunij uk

Kecamatan Merawang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 3172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

pemeriksaan  detail  terhadep  kondisi lokasi  pekerjaan  untuk  setiap rencana  mata
pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralafan Utama (Mutual Check 0%);

9.   Hasil   pemeriksaan   bersama   ditunngkan   dalam   Berita   Acara.   Apabila   dalam
pengukuran/pemeriksaan  bersama  mengakibathan  perubahan  isi  kontraky  maka
harus dituangkan dalam adendum SPK;

h.   Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuni jadwal yang ditentukan;
i.    Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuaijadwal karena keadran

dilunr pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian  tersebut kepada
Pejabat  Penandatangari  Kontrak  ,  rmaka  Pejabat  Penandatangan  Kontrak    dapat
melakukan penj adwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK

12.  PENGENDALIAN WAKTU
a.   Kecuali   SPK   diputuskan   lebih   awal,   Penyedia   berkewajiban   untuk   memulai

pelaksarman  pekerjaan  pada  Tanggal  Mulai  Kery.a,  dan  melaksanakan  peker]ann
sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak,  serta menyelesaikan  pekerjaan  paling lambat selama Masa  Pelaksanaan
yang dinyatakan dalam SPK;

b.   Apabila  Penyedia berpendapat tidrk dapat menyelesaikan  peker].ann  sesuai Masa
Pelaksanaan karena di lirar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan
Penyedia telah melaporkan kej adian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak

dengan disertai bukti~bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak ,
maka Pejabat Penandrtangan Kontrak  dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi
dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat
adendum SPK;

c.   ]ika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar
atau  Peristiwa  Kompensasi  atau  karena  kesalahan  atau  kelalaian  Penyedia  maka
Penyedia dikenakan denda.

13.  KETERIAMBATAN PEI.AKSANAAN PEKER/AAN
a.   Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan  sesuai jadwal, maha  Pejabat

Penandelangan   Konlrak      harus   memberikan   peringatan   secara   lertulis   aLa.u
dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;

b.   Kontrak dinyatakan  kritis apabila realisasi  fisik pelaksanaan terlambat lebih besar
10% dari rencana;

c.   Perianganan  kontrak  terlanbat dilakukan  dengan  rapat  pembuktian  (show cause
meeting/SCM) sebagai berikut:
1)       Pada   saat   Kontrak   dinyatakan   kritis,   Pengawas   Pekerjaan   memberikan

peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanj utnya menyelenggarakan
Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.

2)       Dalam SCM Tahap I, Pejabat penandatangan Kontrak , Pengawas pekerjaan dan
Penyedia  memhahas  dan  menyepakati  besaran  kemajuan  fisik  yang  harus
dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang
dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.

3)      Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka pejabat penandatangan
Kontrak       menerbitkan   Surat   Peringatan   Kontrak   Kritis   I   dan
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diselenggarahan  SCM  Tahap  11  yang  membahas  dan  menyepakati  besarari
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu  (uji
coba kedua) yang ditrrangkan dalam Berita Acara SCM Tahap 11.

4)      Apabila  Penyedia gagal  pada  uji  coba  kedua, maha  Pejabat  Periandatangan
Kontrak       menerbitkan    Surat   Peringatan   Kontrak   Kritis   11   dan   harus
diselenggarakan  SCM  Tahap  Ill  yang  membahas  dan  menyepakati  besaran
kemajunn fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu  (uji
coba ketiga) yang ditunghan dalam Berita Acara SCM Tahap Ill.

5)      Apabila  Penyedia gagal  paha uji  coba  ketiga,  maha  Pejabat  Penandatangan
Kontrak      menerbitkan   Surat   Peringatan   Kontrak   Kritis   Ill   dan   Pejabat
Penandatangan Kontrak  dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak
dengan  mengesampingkan  Pasal   1266  dan   1267   Kitab   Undang-Undang
HLrfum Perdata.

6)      Apabila  uji  coba  berhasil,  rmmun  pads  pelaksanaan  pekerjaan  selanjutnya
Koritrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

1 4.  pEMBrmAN KESEMPATAN
Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai nasa pelaksanaan kontr'ak
berakhir,   Pejahat   Penandatangan    Kontrak   melakukan    penilaian   afas   kemajunn
pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:
a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan

ketentunn sehagai berikut:
1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaihan pekerjaan sampai dengan

50 (lima  puluh) hari kalender.
2)  Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka  1  diatas, Penyedia

masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat:
(a)  Memberikan  kesempatan  kedira  untuk  penyelesaian  sisa  pekerjaan  dengan

jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
(b) Melakukan pemutusan Kontrak dalan hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup

menyelesaikan pekerjaarmya.
b.  Peltlberian  kesempaLarl  kepadr  Penyedia  sebagainiana dimaksud pada angka  1  dan

angka 2 huruf a) , dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur
pengenaan  sanksi  denda  keterlambatan  kepada  Penyedia  dan  pexpanjangan  nasa
berlalai ]aminan Pelaksanaan (apabila ada) .

c.   Pemberiarl   kesempatan   kepedr   Penyedia   untuk  menyelesaikan   pekerjaan   dapat
melampatii tahun anggaran,

d. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan
kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

15.  PERLINDUNGAN TENAGA KER]A
a.   Apabila  dipersyaratkan,  penyedia  wajib  menyediakan  perlindungan  bagi  tenaga

kerja konstruksi nya, minimal berupr Brys Ketenagakerjaan;
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b.   Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran
da^n termasuk dalam harga Kontrak.

16.  PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a.   Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa

batas Pejabat Penandatangan Kontrak   beserta instansinya terhadep semun bentuk
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
Pejabat   Penandrtangan   Kontrak     beseria   instansinya   ftecuali   kerugian  yang
mendasari  tuntutan  tersebut  disebabkan  kesalahan  atau  kelalaian  berat  I'ejahat
Penandatangan  Kontrak  )  sehuburigan  dengan  klain  yang  timbul  dari  hal~hal
berikut terhitung  sejak Tanggal Mulai  Kerja  sampai  dengan  Tanggal  Penyerahan
Akhir Pekerjaan :
I)       kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan tenaga

kerja konstruksi;
2)       cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
3)       kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga;
b.   Terhifung  sejak Tanggal Mulai  Kerja  sampei  dengan  Tanggal  I'enyerahan Akhir

Pekerjaan, semun risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan
perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecunli kerugian atau kerusakan tersebut
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak ;

c.   Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajihan
penanggungan dalam pasal ini;

d.   Kehilangan atau  kerusakan  terhadap  hasil  pekerjaan  atau bahan  yang menyatu
dengan   hasil   pekerjaan   sejak  Tanggal   Mulai   Kerja   sampai   dengan   Tanggal
Penyerahan  Akhir  Peker].aan  harus  diganti  atau  diperbaiki  oleh  Penyedin  atas
tanggungannya  sendiri  jika  kehilangan  atau  kerusakan  tersebut  terjadi  akibat
tindakan atau kelalaian Penyedia.

1 7.  PENCIAWASAN DAN PEMERIKSAAN Muru
a.   Pejabat   Penandatangan   Kontrak       berwenang   melakukan    pengawasan   dan

pemeriksaan  terhadap  pelaksanaan  pekerjaan  yang  dilaksanakan  oleh  penyedia.
Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak  dapat memerintahkan kepada
pihak   ketiga   urLtuk   ruelakukan   pengawasan   dan   pemeriksaan   atas   semua
pehaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

b.   Pejabat Penandatangan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap
cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak  dapat memerintahkan
penyedia  untuk  menemukan  den  mengungkapkan  cacat  mutu,  serta  menguji
pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak  mengandung cacat
mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selarrm Masa Kontrak;

c.   Terhadap   pemberitahunn   Cacat   Mutu   tersebut,   Penyedia  berkewajihan   untuk
memperbaiki    Cacat    Mutu    dalam   jangka    waktu    yang    ditetapkan    dalam
pemberitahunn;
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d.   ]ika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jan8ka waktu yang ditenfukan
maka  Pejabat  Penandatangan   Kontrak   ,  berdasarkan   pertimbangan   Pengawas
Pekerjaan, berhak ur'ltick secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjul(
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera
setelah    menerima    klaim    Pejahat    Penandatangan    Kontrak        secara    tertulis
berkewajiban  untuk mengganti  biaya  perbaikan  tersebut.  Pejahat  Penandatangan
Kontrak  dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas
tagihan  Penyedia yang jatuh  tempo  Oika  ada)  atau  uang  retensi  atau  pencairan
jaminan   Pemeliharaan   atau   jika   tidak   ada   maka   biaya   penggantian   akan
diperhitungkan  scbagai  utang  Penyedia  kepada  Pejabat  Penandatangan  Kontrak
yang telah jatuh tempo;

e.   Pejabat  Penandatangan  Kontrak    mengenakan  denda  keterlambatan  untck  setiap
keterlambatan perhaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada
Penyedia j ika tidak melaksanakan perhaikan cacat mutu;

f.   jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling hambat adalah  14  hari setelah
diterimanya pemberitahLran carat mutu oleh Penyedia.

18.  I.APORAN IIASIL PEKER/AAN
a.   Pemeriksaari pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan

volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil
pekerjann. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporarL kemajunn hasil
pekeri.aan;

b.   Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksarman pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan kemajunn hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekertyaan
dan catatan~catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;

c.   I.aporan  kemajuan  hasil pekerjaan dapat  dibuat harian,  minggunn  atau  bulanan
sesuni dengan kebutuhan;

d.   Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan
Kontrak    dan  Penyedia  membuat  toto-foto  dokumentasi  dan  video  pelaksamaan
pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebuluhan;

e.   I.aporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas
I'ekerjaan,  dan  disetujui  oleh  Pejabat  Penandatangan  Kontrak  /  pihak  Pejabat
Penandatangan Kontrak .

1 9.  SERAH ThRIMA PEKERjAAN
a.   Setelah  pekerjaan  selesai,  sesuni  dengan  ketentuan  yang  tertuang  dalam  SPK,

Penyedia  mengajukan  permintaan  secara  tertulis  kepada  Pejahat  Penandetangan
Kontrak  untuk serah terima pertama pekerjaan;

b.   Pcjabat   Penandatangan   Kontrak      memerintahkan   Pengawas   Pekerjaan   untuk
melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerj aan ;

c.   I'emeriksaan     dilakukan     terhadap     kesesuaian     hasil     pekerjaan     terhadap
kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;
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d.   Hasil    pemeriksaan    dari    Pengawas    Pekerjaan    disampaikan    kepada    Pejahat
Penandatangan Kontra^k , apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai
dengari ketentunn yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan,
Pejahat  Penandatangan  Kontrak    memerintalikan  Penyedia  urrfuk  memperbaiki
dan/afau melengkapi kekurangan pekerj aan;

e.   Apabila  dalam  pemeriksaan  hasil  pekerjaan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang
tercantum   dalam   SPK  maka   Pejabat   Penandatangan   Kontrak      dan   Penyedia
menandatangani Berita Acara Serah Terina Pertama Pekerjaan;

f.    Pembayaran  dilakukan  sebesar  95%   (sembilan  puluh  lima  persen)  dari  Harga
Kontrak,   sedengkan   yang   5%   (lima   persen)   merupakan   retensi   selama   masa
pemeliharcan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga
Kontrak dan Penyedia harus menyerahhan ]aminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima
persen) dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PERER|AAN
a.   Penyedia  wajib  memelihara  hasil  pekerjaan  selama Masa  Pemeliharaan  sehingga

kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
b.   Iamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;
c.    Setelah  Masa  Pemeliharaan  berakhir,  Penyedin  mengajukan  peri'nintaan  secara

tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak  untick penyerahan akhir pekerjaan;
d.   Apabila  dalam  pemeriksaan  hasil  pekerjaan,  Penyedia  telah  melaksanakan  semua

kewajibannya  selama  Masa  Pemeliharaan  dengan  baik  dan  telah  sesuai  dengan
ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak   dan
Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;

e.   Pejabat Penandatangari Kontrak  wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak
yang belim dibayar atau mengembalikan jaminan Pemeliharaan;

f.    Apabila   Penyedia   tidak   melaksanakan   kewajiban   pemeliharann   sebagaimana
mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentunn peraturan perundangan;

9.   Setelah  penandatanganan  Berita  Acara   Serah  Terima  Akhir  Pekerjaan,  Pejabat
PenandeLarigan Kon[rak  menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

21.  PERUBAHAN SPK
a.    SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;
b.   Perubahan   SPK   dapet   dilaksanahan   apabila   disetujul   oleh   para   pihak,   yang

diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
1)    perubahan pekerjaan;
2)    perubahan Harga Kontrak;
3)    perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa pelaksanaan;
4)    perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.

c.   Untck kepentmgan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak  dapat meminta
pertimbangan dari Pengawas I'ekel.jaan.
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22.  PERUBAHAN PEKER/AAN
a.   Dalam  hal  terdapat  perbedaan  antara  kondisi  lapangan  pada  saat  pelaksanaan

dengan ganbar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentulcan dalam dokumen  SPK,
Pejabat  Penandrtangan  Kontrak   bersama  Penyedia  dapat melakukan  perubahan
pekerjann, yang meliputi:
1)    menambah atau mengurangi volume yang tercantun dalam Kontrak;
2)    menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
3)    mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjann; dan/atau
4)    mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

b.   Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi  lapangan  seperti yang dimaksud pada
hurut a diatas namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak

Pejabat Penandatangan Kontrak  bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan
pekerj aan yang meliprti:
1 )    menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
2)    mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pckerjaan; dan/atau
3)    mengubah jadwal pelaksanaan pekerjan.

c.   Perintah peru,bahan pekerjanri dibuat oleh Pejabat Penandetangan Kontrak   secara
tertulis kepada Penyedia kemudian dhanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga
dengan fefap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;

d.   Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berifa Acara sebagai dasar penyusunan
adendun SPK;

e.    Dalam  hal  perubahan  pekeri.aan  mengakibatkan  penambahan   Harga  Kontrak,
perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kctntrak akhir
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dari
tersedianya anggaran.

23.  PERUBAHAN IIARGA
a.   Perubahan  Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau

Peristiwa Kompensasi;
b.   Apabila kuanthas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat

peruhahan  pekerja4n  lebih  dari  loo/o  (sepululi  persen)  dari  kirantihas  awal, mtlha
pembayaran   volume   selanjutnya   dengan   menggunakan   harga   satuan   yang
disesunikan dengan negosiasi ;

c.   Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan
rincian harga satunnriya kepada Pejabat Penandrtangan Kontrak . Penentuan harga
satuan mata pemhayaran barn dilakukan dengan negosiasi;

d.   Ketentunn  ganti  rugi  akibat  Peristiwa  Kompensasi  mengacu  pada  pasal  Peristiwa
Kompensasi.

2 4.  PERUBAIIAN ]ADWAL PEIAKSANAAN PEKER|AAN DAN/ATAU MASA PEI.AKSANAAN
a.   Perubahan jadwal pelaksanann pekeriaan dapat diakibatkan oleh:

1)    perubahan peker].aan;
2)    perpanjangan Masa pelaksanaan; dan/atau
3)    Peristiwa Kompensasi.
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b.   Perpanjangan  Masa   Pelaksanaan   dapat  diberikan   oleh   Pejabat   Penandetangan
Kontrak  atas pertimbangan yang hayak dan wajar untuk hal~hal sebagai berikut:
1)    perubahan pekerjar;
2)    Peristiwa Kompensasi; dan/atau
3)    Keadaan Kahar.

c.   Masa   Pelaksanaan   dapat   dipexpanjang   paling   kurang   sama   dengan   waktu
terhentinya   SPK   akibat   Keadaan   Kahar   atau   waktu   yang   diperlukan   untuk
menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pads hurut b diatas;

d.   Pejahat Penandatangan Kontrak  dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan
atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadrp usulan tertulis yang diajukan
oleh Penyedia dalamjangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia
memiiita perpanjangan. /ika Penyedia lalai untck memberikan peringatan dini alas
keterlambatan  atau  tidak  dapat  beker]a  sama  untck  mencegah  keterlambatan
sesegera mungkin, maka keterlambatan seperfu ini tidak dapat dijadikan alasan untuk
memperpanj ang Masa Pelaksanaan ;

e.   Pejabat  Penandatangan  Kontrak   berdasarkan  pertimbangan  Pengawas  Pekerjaan
harus telah menetapkan add tidaknya perpanjangari dan untuk berapa lama;

f.    Persetujuan    perubahan   jadwal    pehaksanaan    dan/atau    perpanjangan    Masa
Pelaksanaan ditunngkan dalam adendum SPK;

9.   ]ika terjndi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui
Masa  Pelaksancan  maka  Penyedia  berhak  untuk  meminta  perpanjangan  Masa
Pelaksanaan    berdasarkan    data    penunjang.    Pejabat    Penandatangan    Kontrak
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan
secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendurn
SPK.

25.  KEADAAN KAHAR
a.   Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandrtangan Kontrak   atau Penyedia

memberitahukan tentang terjadinya Keadann Kahar kepada salali satu pihak secara
tertulis dengan ketentiran :
1 )    dalam waktu paling lambaL 14 (empal belas) hari kalender sejak menyadrri atau

seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
2)    menyertakan bukti Keadean Kahar; den
3)    menyerahkan   hasil   identifikasi   kewajiban   dan   kinerja   pelaksanann   yang

terhambat dan/afau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
b,   Daham Kendaan Kahar, kegagahan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibarmya

yang  ditentukan  dalam  kontrak bukan  merupakan  cidera janji  atau  wanprestasi
apabila telah dilakukan sesuai pads hunrf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya
kewajiban  dan  kinerja  pelaksanaan  terhadap  pekerjaan/bagian  pekerjaan  yang
terdampak dari/atau akan terdanpak akibat dari Keadaan Kahar.

26.  PERISTIWA KOMPENSASI
a.   Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

1)    Pejahat  Penandatangan  Kontrak     mengubah  jadwal  pekerjaan  yang
mempengaruhi pelaksanaan pekerj ann;
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2)    keterlamhatan pembayaran kepada penyedia;
3)    Pejabat penandatangan Kontrak  tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi

dan/atau instruksi sesuni jadwal yang dibutuhkan;
4)    Penyedia beluni bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;
5)    Pejabat   Penandatangan   Kontrak     memerintahkan   penundran   pelaksanaan

pekerjaan; atau
6)    I'ejabat  Penandatangan  Kontrak     memerintahkan  untck  mengatasi  kondisi

tertentu yang tidek dapat diduga sebelumnya yang disebabkan /tidak disebabkan
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .

b.   jika   Peristiwa   Kompensasi   mengakibatkan   pengelunran   tambahan   dan/atau
keterlambatan   penyelesaian   pekerjann   maka   Pejabat   Penandatangan   Kontrak
berkewajiban  untuk  membayar  ganti  rugi  dan/atau  memberikan  perpanjangan
Masa Pelaksanaan;

c.   Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan
data penurijang dan pei.hitungan kc7mpensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan kerngian nyata;

d.   Perpanjangan  Masa  Pelaksanaan  hanya  dapat  diberikan  jika  berdasarkan  data
penunj ang danperhitungan kompensasi yang diaj ukan oleh Penyedia kepada Pej abat
Penandetangan  Kontrak  ,  dapat  dibuktikan  perlunya  tambahan  waktu  akibat
Peristiwa Kompensasi;

e.    Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa pelaksanann jika
Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi
atau mengatasi dampak Peristiwa Kc)mpensasi.

27. pENGHEr`mAN DAN pEMurusAN SPK
a.   Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keedaan Kahar;
b.   Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan  S  (tiga)  kali surat

peringatan  dari  salah  satu  pihak  ke  pihak  yang  lain  yang  melakukan  tindakan
wanprestasi;

c.   Pemutusan SPK dapat dhakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia;
d.   Iteniulusan  SPK  dilakukan  sckurang~  kurangnya  14  (empat  b€las)  hari  kalender

setelah Pejabat Penandatangan Kontrak  /Penyedia menyampaikan pemberitahuan
rencana  Pemutusan  SPK  secara  tertulis  kepada  Penyedia/Pejabat  Penandetangan
Kontrak ;

e.    Dalam   hal   dilakukan   pemutusan   SPK   oleh   salah   satu   pihak   maka   Pejabat
Penandatangan  Kontrak   membayar  kepada  Penyedia  sesuai  dengan  pencapaian
prestasi   pekerjaan   yang   telah   diterima   oleh   Pejabat   Penandatangan   Kontrak
dikurangi   denda  yang   harus   dibayar   Penyedia   (apabila   add),   serta   I'enyedia
menyerahkan semua hasil pelaksanann kepada Pejabat Penandatangan Kontrak  dan
selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak ;

f.    Mengesampingkan I'asal  1266 dan  1267 RItab Undang~Undang Hukum Perdata,
Pejabat Penandatangan Kontrak  atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat
melakukan pemutusan SPK apabila:
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1)    Pejabat  Penandatangan  Kontrak    atau  Penyedia  terbukti  melakukan  korupsi,
kolusi,  dan/atau  nepotisme,  kecurangan  dan/atau  pemalsuan  dalam  proses
pengadaan yang diputuskan oleh lnstansi yang berwenang;

2)    pengaduan tentang penyimpangarL prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme    dan/atau   pelanggaran    persaingan    sehat    dalam    pelaksanaan
Pengadaan Barang/]asa dinyatakan benar oleh lnstansi yang berwenang;

3)    Penyedia berada dalam keadran pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
4)    Penyedia  terbukti  dikenahan  Sanksi  Daftar  Hitam  sebelum  penandatanganan

SPK;
5)    I'enyedia gagal memperbaiki kinerja ;
6)    Penyedia   lalai/cidera  janji   dalam   melaksanakan   kewajibannya   dan   tidak

memperbalki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
7)    berdasarkan penelitian Pejabat Penandrtangan Kontrak , Penyedia tidak akan

mampu menyelesaikan keseluruhan pekerj aan walaupun diberikan kesempatan
sej ak masa berakhimya pelaksanaan pekezj ann untuk menyelesaikan pekerj aan;

8)    setelah diberihan kesempatan menyelesaikan pekerjaan  sejak masa berakhirnya
pelaksanann pekerjaan , Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerj aan;

9)    Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender
dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanacn pekerjaan seria
tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;

10)  Penyedia mengalihkan  seluruh  kontrak bukan  dikarenakan  pergantian  nana
Penyedia;

11) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak , Pengawas
Pckerjaan  memerintahkan  Penyedia  untck  menunda  pelaksanaan  pekerjaan
atau kelanjutan pekerjaan, den perintah tersebut tidak ditarik selana 28 (dun
puluh delapan) hari kalender; atau

12) Pejabat    Penandatangan   Kontrak       tidak   menerbitkan    Surat   Permintaan
I'embayaran  (SPP)  untck  pembayaran  tagihan  angsuran  sesuai  dengan  yang
disepakati.

9.   Dalam  hal  pemutusan  SPK dilakukan  pada  Masa  Pelaksanaan  karena  kesalahan
Penyedia maka:
1)    Sisa  uang  muha  harus  dilunasi  oleh  Penyedia  atau  ]aminan  Uang  Muha

dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);
2)    penyedia membayar denda (apabila ada); dan
3)    penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitarn.

h.   Dalan hal pemutusan  SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan  karena  kesahahan
Penyedia, maka:
1)    I'ejahat  Penandatangan  Kontrak    berhak  untuk tidak  membayar retensi  atau

]aminan     Pemeliharaan    dicairkan     terlebih     dahulu    untick    membiayal
perbaikan /pemeliharaan; dan

2)    Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
i.    Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena pejabat penandatangan Kontrak terlihat

penyimpangan prosedur, mehakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau
pelanggaran   persaingan   sehat   dalam   pelaksanaan   pengadaan,   maka   Pejabat
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Penandatangan  Kontrak     dikenakan  sanksi  berdasarkan  peraturan  perundang-
undangan;

j.    Pencairan jaminan sehagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas
Negara/Daerah;

k.   Dalam hal terdapat nilal sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan)aminan
Pemeliharaan     untuk     membiayai     pembiayaan/pemeliharaan     maha     Pejabat
Penandatangan Kontrak  wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

28.  PEMIIAYARAN
a.    Pemhayaran   prestasi   hasil   peker]ann   yang   disepakati   dilakukan   oleh   Pejahat

Penandatangan Kontrak , dengan ketentuan:
1 )    Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajtran hasil pekerjaan;
2)    pembayaran  dilakhan  tidak boleh  melebihi  kemajuan  hasil  pekerjann  yang

telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ;
3)    pembayaran dilakukan terhadap peker)aan yang sudah terpasang;
4)    pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sekaligus sesuai ketentunn

dalam SPK;
5)    pembayaran hanis memperhitungkan:

i.     angsuran unng muha;
ii.     denda dan/atau ganti nigi (apabila ada);

iii.     pajak; den/atau
iv.     unng retensi.

b.   pembayaran terakhir hanya  dilakukan  setelah pekerjaan  selesai dan  Berita Acara
Serah   Terima   Pertana   Pekerjaan   ditandatangani   oleh   Pejabat   Penandatangan
Kontrak  dan Penyedia;

c.   Sebelum     pembayaran     terakhir    dilakukan,    Penyedia    berkewajiban     untuk
menyerahken kepnda Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan teralchir
yang jatuh  tempo.  Pejabat  Penandatangan  Kontrak   berdasarkan  hasil  penelitian
tagihan  oleh  Pengawas  Pekerjaan  berkewajihan  untuk  menerbitkan  SPP  untuk
pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak  hagihan  dan  dokumen  penunjang  dinyafakan  lengkap  dan  diLerirna  oleh
Pengawas Pekerj aan;

d.   Pejabat Penandatangan Kontrak   dalam kurun  waktu  7  (tujuh)  hari kerja setelah
pengaj uan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengaj ukan
Surat  Peirmintaan  Pemhayaran  kepedr  Pejabat  Penandatangana^ri  Surat  Perintah
Membayar O'PSPM) ;

e.   apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
ahasan untuk menunda pemhayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta
Penyedia    untck    menyampaikan    perhitungan    prestasi    sementara    dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;

f.    Pejabat penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran
prestasi  pekertyaan  Penyedia jika  Penyedia  gagal  atau  lalai  memenuhi  kewajiban
kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesirai dengan waktu
yang telah ditetapkan melalul pemberitahunn tertulis.
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29.  DENDA DAN GANII RUGI
a.   Denda merupahan  sanksi finansial yang dikenakan kepnda Penyedia, antara lain:

denda    keterlambatan    dalam    penyelesaian    pelaksanaan    pekerjaan,    denda
keterlambatan dalan perhaikan Cacat Mutu;

b.   Ganti    rugi    merupakan    sanksi    finansial    yang    dikenakan    kepada    Pejabat
Penandatangan     Kontrak          maupun     Penyedia     karena     terjadinya     cidera
janji/wanprestasi.  Besamya  sanksi ganti  rngi  adalah  sebesar nilai  kerugian  yang
ditimbulkan;

c.   Besarnya denda keterhambatan yang dikenakan kepada Penyedia alas keterlambatan
penyelesaian peker].aan adalah  I %  (satu per seribu) dari Harga Kontrak (sebelum
PPN);

d.   Besaran  denda  keterlambatan  perbaikan  akibat  Cacat  Mutu  untck  setiap  hari
keterlambatan adala^h 1 / 1000 (satu per seribu) dari biaya perhaikan cacat mutu;

e.    Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak  atas keterlambafan pembayaran adalah sebesar bunga dari
nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku
pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh
lembaga yang berwenang;

f.    Ganti  rugi  kepadr  Penyedia  dapat  menguhah  Harga  Kontrak  setelah  ditunngkan
dalam adendum SPK;

9.   Pembayaran  ganti  rugi  dilakukan  oleh  Pejahat  Penandatangan  Kontrak  , apabila
Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data~data.

30.  PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pejabat Penandatangan Kontrak  dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh~
sungguh   menyelesaikan   secara   damai   semua   perselisihan   yang   timbul   dari   atau
berhubungan  dengan  SPK  ini  atau  interpretasinya  selama  atau  setelah  pelaksanaan
pekerjaan.   jiha   perselisihan   tidak   dapat   diselesalkan   secara   musyawarah   maka
perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.


